
Menimbang

( SALINAN )

PROVINSI:JAWABARAT

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR54 TAHUN2021

TENTANG

PENCEGAHANPERKAWINANPADAUSIAANAK

DENGANRAHMAT.TUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

a. bahwa untuk menjamin tingginya nilai-nilai
kemanusi!"-aJ;,.ankl<:merupakan amanah dan Karunia
Tuhan YangMaha Esa, oleh karena itu Pemerintah
Daerah, orang ilia danmas.yarakat bertanggung jawab
dalam perriemihan hak hidup, hak tumbuh dan
berkemban,g" serta hak perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi;

b. bahwa .perkawinan pada usia anak dapat
mengakibat~aJ; .gangguan kesehatan ibu dan anak
bahkan~afrtI?aikerllatian, rentan terjadinya kekerasan
dalarn .rt.l~a.l:l ~aJ;gga, kemiskinan serta rendahnya
kualjtas surqbermanllsia, karena itu perIu ada upaya
pencegahan perkawinan pada usia anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
.'r

dimaksud pad~huruf a, huruf b serta ketentuan Pasal
7 ayat Undang--Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan,. .~eba.gaimana telah diubah dengan
U~dang;;U:rldaBg'~grnor 16 Tahun 2019 tentang
PerubahaJ:l AtasUnda,ng-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang , ..Pefki:l.winan., maka perIu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan
Pada Usia Anak.
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5946);

7. Undang-Undang ..... 3
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inodnesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ten tang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu1Jlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-UndangNomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5679, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Koordinasi Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 160);

15. Peraturan ..... 4
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15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

16. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Pe1aksanaan Perlindungan Anak;

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 181);

20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

21. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Pencatatan Nikah (Berita Negaran Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 24);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana te1ah dirubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

24. Peraturan ..... 5
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2021 Nomor 2).

25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2018
tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Karban
Kekerasan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 29);

26. Peraturan Bupati Majalengka Namor 18 Tahun 2019
tentang Penyelenggaran Kabupaten layak Anak (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG
PERKAWINANPADAUSIAANAK

BABI
KETENTUANUMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasall

PENCEGAHAN

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten

Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah atonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal
ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.

8. Perkawinan ..... 6
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8. Perkawinan adalah~k~tanl~l;ij~i~~$:in antat;a seorangpria dan seorang
wanita sebagai suami istriderigarrtujuan,membentuk keluarga (rumah

'.'-~ '. ";. - ."'. '-:.- '/' <-:","',,-.:; <~-_,")}~.lC~i<',:{~i'~",,~!,~,;e:~~":"_"'+:,i't'$t~''fi'.-.:;i:,-:{y,.-'.":"-;~;-:'''.<Y'->y,>,,\-,:\;: --~;

tangga) yang bahagia dan ke¥:aFbetd~sarkanKetuhanai1 Yang Maha
Esa.

9. Anak,adalah seseorang yangbe1um berusia 18tahun, termasuk anak
yang JJ..1:asihdalamkaiidungan.

1O.'Perkawinan Pada Usia Anak" ..se1ap.jutya disingkat PPUA, adalah.
-":i'::-:-,! j -,-",:"

perlmwinan yang dil~,~L~~,~i~S(?r~g;p~a derigan..seorang wanita
yarigsalah satu danjataukedulhiya.masiiibeiusia anak, yaitu dibawah
18.tahun.

11. Pencegahan Perka~anPada:U~~:;t}\pfl;k se1anjutnYqdisingkat PPPUA,
adalah upaya -upaya"yang; P<:::rl.lpg.i}{.e.,pij*an,program, kegiatan, aksi
sosial, sertaupaya-llR~ya laingY?Jy?ri,'g,dllaktlkanPemerintah Daerah,
orang tua, anak dani~ritlya~~*~eilurunkari angka perkawinan pada

':;~;_- "-{, "c,,'-. ,',

usia anak di Kabupateri ..Maj~engka.
'. );. "'.J.,"';:,? ....L.c,

12. Kekerasan adalah setiappc::rp'¥aWB'seSFa til,elawan hukum dengan
atautanpa menggunakan7~arav~ tc::riiadap fisik dan psikis yang
menimbulkan baHaya .baginya\¥a', badan atau menimbulkan
terampasnya.kemerCle~a~ si~~9rarig.

13. KekerasanterhadflPWak~~~~'s,~ti,f-p'fl~rpuatF terhadap anak yang
berakibat timbulnya kesengsarf-~: atlilJ. p~nderitaan, secara fisik,
mental, .seksual, psi¥~IOgi~,},;ek~plo~~asiek~l).Omi,.sosial termasuk
pene1antaran dan per~akBan,b,Wukyang mengancam integritas tubuh
dan merendahkan niartabat anak.

'y. ....,... ,~ ".. ..

14. Kekerasan fisik adalah pd:bliatan yang mengljikibatkanrasa sakit, jatuh
sakit, atau luka benito

15. KekerasaIl psikis adalah p.erl=>'Vo!ftap:v~g mengakibatkan ketakutan,
hilangn.ya rasa percaya' diri, llilmgn.~~.~em.f¥TIpu~ untuk bertindak,
rasa tidak berdaya d~c.~:t~u;pen.4~crtti4~jP~iifis;beratpada seseorang.

16. Kekerasan seksualad~ah.,~etia'p>perbuatan yang:berupa pelecehan
'i <' ,,:.-~:,r',:ci ",3: -";_~:'}~:-'~~'_ <,,"',::,,'.: _ '1':-)':. :~:-;.':? ,,'f' ;,;. \

seksual, pemaksaan liu1JBtlgatlise¥:~1.la1fIJ,91Uaksaanhubungan seksual
dengan .tidak wajar,.ataB~\tjd~':4i~pk~,~p~~mak~a~'hubungan seksual
dengan orang lain untuk tujuankowen~ial dan atau tujuan tertentu.

17. Korban adalah an~ yapg;,~<:;nga1~!kes~Ilgsaraan danjatau
penderitaan baik langsung maupuntidak Im;,gsung sebagai akibat dari
kekerasan.

18. Dispensasikawinadalah:peri~~~an:r81lg diberikan oleh.hakim untuk
memberi izin bagi .pria dan'per:einpu~ yang berusia dibawah 19 tahun

," ',:,,:,,' ,,: ,-,':i~i':;-' '. ; -_.

untuk melakukari,perriikahan.

~.

!.
~•..' 19. Perlindungan ..... 7

~'

I
~
k



7

28.

19.

29.

30.

26.

25.

23.

Perlindungananakad~ah{.segala kegiatan untuk. menjamin dan
melindungi anak .d~ h.ak.:¥a1{l1.yaagar. dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisip~sises~a opti~ ~~~uaidengan harkat dan
martabat kemariusiaan' sehamendapaipedind'ungan dari kekerasan
dan diskriminasi.
Psikolog:anakad~ah' sep~€U1-g}~lida1~inbiclal1gpraktek ~sikologi,yang
mempelajari ting~ah,iakil ~~\ pr~ses ment~' 'anak s~hingga dapat
melayani kpnsu17a-sipsi~9!~~.~1;>a~anlOlk.dan memberi keterangan
p;ndapat atau terkait clerig~i>~i~o~~ .anak.

21.'Konselor adalah seol"angy;mgmempunyai keahlian dalam bidang
pelayanan konseling'ataupy~y1iluh~. .
Pendamping adalah pekeIja sosial yang mempunyai kompetensi
profesional dalam 1Jidangnya:

,. ., >.";';~;; ","", "'-

pemberdayaan adalah .prpses,.:c~~, 'upaya memberikan kemampuan
atau keberdayaan,kepa<:l€i-'seseorangagarmenjadi lebih berdaya.

. .••. ." .'. .."(1 ....] ,-
Pemberdayaan Perempuan4aIl(Pe,rlin'dung~ Anak selanjutnya di
singkat P3A adalahsebuahwJ.dah yang Inel~ kemampuan

:-" "":.-'::' .,~ ,': ::'
keberdayaan t~rhadJ;1.pperempuan dan memberikah perlindungan
kepada hak-hak anak.
Orang tua adalah ayahdah ib'u kandung, atau ayah dan atau ibu tiri,
atau ayah dan ibu angkat.
Masyarakat adalah _perseora:J:lgan,keluarga, kelompok, dan organisasi
sosial atau organisa~ikeIlJ,~~yar.~~tan.

. ,

Keluarga adalah .unit terkecil d~~ masy~akat Y:!lllgterdiri atas suami
isteri, atau suamiisteriqar an~y~,:~tauflY:apdananaknya, atau ibu
dan anaknya, atau kelul:lIg~sed#"~dalam gans ,lurus ke atas atau ke
bawah saJ:!lpaidengan denijat k~!iga.

! ..!".:'- -) -:'.>

Pemangku kepenti~gan."~%alah,. Pefilerin,tah D~erah, Kecamatan,
Pemeriritah Desa, Illasyar~t,!()rganis~si' IlJ,asYar-a.kat,dunia usaha
serta semua, pihak;yan~. ~ec~!,,-.Jangsul1g atau tidak langsung
melakukan k,ebijaIw11pr9gr-am:\.}~egiatap.dalam rangka penc~gahan
perkawinan pada usiaqnak.
Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak
selanjutnya disebut P2TP:2Aad~?:h.pusat pelayanan yang terintegr-asi
dalam upaya pemberday:~ per~h:J.pqandibagiahbidang pembangunan,
serta perlindunganperempp.andan anak dari berbagai jenis
diskriminasi dan tindak kekeras~; termasukperdagangan orang yang
dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
Kabupaten Layak Anak yang. selanjutnya disingkat KLAadalah sistem
pembangunan suatu wilayah,!,,-dmil1istrasi yang mengintegrasikan
komitmen dan sumbeLdaya pemerintiili,masyarakat dan dunia usaha
yang terencana secara menyeh~~h' clan berkelanjutan dalam progr-am
dan kegiatan pemenuhanhak anak dan perkembangan khusus anak.

24.

20.

22.

31. Kecamatan ..... 8



8

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Kecamatan Layak Anak .Yatt9,~eJ~jiltn'ya..disipgkat KELANAadalah
sistem pembangunanSu.~~tu~lay~;1*~caft1atatiy~g mengintegrasikan
komitmen dan sumber.clayapeme'rihtiih Keeamatan, perrierintah desa

.' '. -',' ':<i..'_:';"'.,"_'.'~ -);,;{ :';",' ,_,;;~,;::::::"-':j.~;t~;;)\",~r~,t;):t;c;__j ",~-:>< -,:,1 ',,,,,0:'::.,;0 ....,f
atau kelurahan, m:asYa£~at{<i.~ duma 1l.saha.Yang terencana secara
menyeluruh dan befkelanjyj1n; dala~.' 'prog;am dan kegiatan

:_ '. ',,:' _:""'. ',>,~_~:f:". z., .>":::_ "<." ,'i,;_'

pemenuhan hak ana}<idapp~rk~mljmfg~nkhusus anak. .
DesaLaYakAnakjK~lurah~Lay~"Allak yangseIanjutnya disingkat

H~.''-; '," ',.,"'; _" :" " :-,,', ,~':- ~iir,,;'-";"" ~,:, 'c"

DEKELANAadalah ..sistem J>.embangunansuatu wilayahDesa atau
";,,,'0. ....}"" \, ....• , ;'~./..... :" .'

kelunmaJ:)...yang m~pgil"l-t,f~,~'~ikaJ:lkomitmen. dan surriber daya
pemerintah des1:\.atati.:kelui~a:p.:'inasyarakat dan dunia usaha yang

:'.'" ::::~:):,..::;:~;"-.:':;~'~":~'£~:;_ :_.:'_;i:>:;/~"'-"". --:
terencana secara meny;el~~4,ap,,;bTr~~lanJgtap dalam program dan
kegiatan pemenuhan l1~'~Etk,.<i.~\¥erkeinb~f5an khusus anak:
Gugus Tugas Kabupaten.Layak Anak yangs~lanjutnya disebut Gugus

.:'0..': ":',' '. :'~:'. :-:":'';' :.' --,::f>'--}r1~:"".-,,:tj'f-:f;:>:,-1o.~':i;-,,:fi:Jf"':.~ ~:11 ,'\, ,'" "'\';C ",' "'" ,<',',:"i<. "'<it -' ",

tugasKLA adalah ,1~:inbagaK90rainatif dii tingkat kabupaten yang
" ,,'," <;4'>' .-:{:'!'~J~:~~.:;,'(.:hh,"::'.':/:l '.i:,

mengkqordinasikan upaya, kebijaRan,program dan' kegiatan untuk
mewujudkan KLA."

"f~"\if"

Gugus Tug~s Kecam::t~~~~.~ A~~ Yfllg,~~lanjB~nya,disebut Gugus
~gas¥LAN/\1:\.?~@ l~tlll?~~~"¥gordi,n~W4itip&k~t~ecamatariyang
mengkoordimi~ikan' \.lpayak:ebiJakait,""pr~gr~' dan kegiatan untuk
me~jud~; KELANA." ., ) '. '"

Gugus Tuga~ DesalK:elural:18.l)..LaY?ok.b-nakyang'selanjutnya disebut
Gugus tugas DEKELA 8;c!aJ.al1'.,l~w~aga'.....kqo~dinatif ditingkat
DesajKelurahan .Y~B..•~~~,r~?~02ln~~~~upaya kebijakan, program
dan kegiatan urituk mewujudk:anDEKELA.

", ," ", ~:'.>':.":,;"i,";~:'o< " :~

Forum Anak adal@ wa<i~'g~~iP1:lsi apak daJlilll pembangunan yang
anggotanya adalah perw~l~'aIl~:dari .lembaga atau kelompok
kegiatan anak atau oI"f5arii~1:\.~i•.~~ ,s~suai jenjang administrasi
pemeriQ.tahan, yan~dibi~a:, ol~~,j)~",*ie~p.t,a.1l;yangw~mpunyai tujuan
untuk mengkomu~ikasikan 'g~menuh~ dl:l.l"l,kewajibl:l.l"lanak, media
komunikasi organi~1:\.si;~~,c~enjfbatl:l.Pi.p~menuhan hak. partisipasi
anak, sarana pepge1:>ailgatl9~t,' Whla,tdan kema,mpu~ anak dan
mediakompetisi anak,'mf~jlidid.nterpen~llipya hak:.hak anak dalam
kehidupan berkelu.arga, berill~st~~katdan be~bangsa.

- ,><it,'::< ,".::}:,;»' ":>~,,, -'~,',
Rencana Aksi Daerah Pensef5a.1l~..I>.erka\Vin~Pada Usia Anak yang
selanjutnya disebut RADPi>I>.g1\.'~daJ~'do~en' rencana program dan
kegiatan yang akan dilaldikart,ol~h seIl:lUa,pemangku kepentingan

< :",»:::"~':.j;i~
dalam llpaya pencegahan perka:winan pada usia ariak, pendampingan
dan rehabilitas.
Baclan Penas~hat Peml>~R~~,.:<il:l.l"l.Pdestari~ Perkawinan yang
selanjutnya disebut ~t~ad,~~;s)b~al:1EemR~gayang bersifat profesi
sebagai p~ngemb~t;uga,~:,.~~ .•~~u-aHe'rja kementerian Agama'dalam
mewujudkan keluargayahg,S~i;ih mawacldahwar:mmah.

Bagian Kedua ..... 9
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Bagian.Kedua
Asas

Pasal2

, .
PPPUAdilaksanakan berdasarkan'asas:

non diskriminasi;
hak untuk hidup, ke1ap.?~w;g~ ~i!ilW'J>er~er:nbangan,kesehatan,
pendidikan dan pengh~g~an te~ha'dappe~a~pat anak;
partisip~~i;
kepentiril~anyang terbaik bagi aIlak;
pemberdayaan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal3

PPPUAbertujuan:

a. mewujudkan perlindungan.~~,<i~,m~.n~:~n terpenuhinya hak anak
agar dapat hidup, ..1imibUh.kerrioarlg"~erkembang dan berpartisipasi
secara normalsesuai.;haI"kf!td~ mal:tabat '~~manusiaan;

b. mewujudkan peran serta 'pem'~[i~tah l)ae~ElhKabupaten, masyarakat,
orang tua, anak dan pihak .Yl:Ulgberkepentingan dalam mencegah
PPPUA;

c. meningkatkan }{esejantera~, dan' kualitas hidup anak serta
menurunkan' angk~,kemati~i1:>u;<i~'.bayi;

d. mencegah terjadinya: ~ekera:~~" dalam .rumah tangga khususnya
terhadap anak baik secara flsik maupun psikis serta mencegah
pe\dawwgan anak;

e. rhenceg~putus sekel:w'glll}rp:i~~j~dkan WajibBe,lajar 12 (duabelas)
tahun dalam rangkft~~wng~~tk,~ kUalitas sumber daya manusia;

f. menurunkan angka'kemigl6.nan.'

Ba~ftn Keempat
Ruang LingkUp

Pasal4

Ruang Lingkup PPPUAmeliputi: ..•..,
a. upaya pencegahanpe~~awi:t;lan.padausia anak;
b. penguatan kelembftgiah; . ' ,',!' '

c. upaya pendampip.gan, pemberdayaan, penerimaan ,dan pelayanan
pengaduan masyarakat; . .

d. kebijakan ..... 10
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d. . kebijakan, strategis dan program;
e. pembiayaan;
f. monitoring dan evaluasi; dan
g. ketentuan penufup.

BABII
PERKAWINAN

Pasal5

(1) Setiap perkawinan antara seobu1.g laki-laki dan seorang perempuan
wajib dicatat oleh Negara sesuai dengan peraturan perundang-
uandangan.

(2) Perkawjnan hanya 4i~ipkan a,pabila c::alon pengantin laki-1aki dan
perempuan sudah mencapai usia 19 (Sembilan Be1as)tahun.

(3) Dalamhal teIjaClipen:V!IIlPap.ga,p.terh~qap ketenJuan umur sebagaimana
dimaksud dalam ayat(2}, ()rkng.t~aBih3k lakHaki dan/ atau perempuan
dapat meminta dispensasi kepadapengadilan dengan alasan yang
sangat mendesak disertai buktJ.-bukti pendukung yang cukup.

(4) Setiap perkawinan sebagaiI?-anadimaksud dalam ayat (1) calon
pengantin, khususnya.. eeIbn ....l:?yngantin .usia anak wajib mengikuti
bimbingan perkawinansebd~ dilangsungkan akad pemikahan.

(5) Pelaksanaan kegiatan biIIlbin.ga.r-perkawinap.dilakukan oleh fasilitator
bimbingan pekawinan YaT1g~~rserg.fi,katyang dise1en~arakan oleh
Kantor Urusan Agiuna :K~.c::ari:l~-f8.tlbagi calonpengantin yang beragama
islam dan petugas,p~ncatat'sipil Dinas:Kependudukan bagi calon
pengantin yang beragafua.non riiuslim.

BABIII
UPAYAPENCEGAHAN.PERKAWINANPADAUSIAANAK

Bagian.Kesatu
Umum

Pasal6

(I) PPPUAdilakukan oleh :
a. pemerintah daerah;
b. orang tuajwali;
c. anak; dan
d. masyarakat.

(2) Strategi PPPUA,di1akukan melalui :
a. mewujudkan Kabupaten ..LaYal<HAM, Kabupaten Layak Anak,

Kecamatan Layak:Anak, DesajKelurahan Layak Anak;

b. revolusi ..... 11
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b. revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak
menikahkan anak-anaknya di usia anak;

c. standar minimal pelayanan publik;
d. kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan di usia anak;
e. mengintegrasikan pengarusutamaan gender (PUG) dalam

perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG);
f. penguatan kelembagaan di tingkat desajkelurahan, termasuk

penguatan P3A, Forum Anak, PekeIja sosial, pekerja sosial
masyarakat;

g. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah
DesajKelurahan mengatur, memantau dan memastikan
beIjalannya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dan
mekanisme pengaduannya; dan

h. memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
KewajibanPemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Teknis

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan
kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan
perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan
mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta
mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

(2) Perangkat Daerah yang mengurus urusan pendidikan bertanggung
jawab:
a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12

(dua belas) tahun;
b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal

terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah
perkawinan pada usia anak;

c. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk
memperluas akses dan keteIjangkauan dalam pemenuhan wajib
beajar 12 (dua belas) tahun; dan

d. mewujudkan sekolah ramah anak dan pengajaran yang aman dari
segala bentuk kekerasan.

(3) Perangkat Daerah yang mengurus urusan sosial bertanggung jawab:
a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema

perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa
pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan pada
usia anak;

b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa
miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;

c menyediakan ..... 12
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c. menyediakan::r:urrlall~er~I}gungahbagianak-anak yang menjadi
korban kekera'san k:aren'ar~~polak perkawinan pada usia anak;
dan

d. melakukan pend~p'ng~,r~l:1~pilim~i dan reintegrasi sosial bagi
anak-anak korban'perka:~n~'pada usia anak.

(4) Peran~kat Daerah yapgmengurus;u111s~ ag~a bertanggung jawab:
a. melakukan ~erIlJ~in,~~Q~pi,.pewuka agap1aagar berpartisipasi

dalam m~ncegahperk:awi~;anpada usia anak, baik yang tertulis
maupun tidak tertUlis; ,

b. bekerjasama dengarJ.{.~ergu~an" ~Bpi, keagamaan untuk
memperkuat dalil ~eag~aangUna me~dUkungupaya pencegahan
perkawipan padau~i~,~,.;

c. mengaktifkan danp.1eI1go~~rna1kanBe~y~leJJ.ggaraankonseling dan
pendidikan bagi cai6~'pe"flgmitin' sebagai syarat ijin perkawinan;

,', ~." .;;;.

dan
d. memberi ijin ~i.flpensasi,~e.rI;a~an ,harus memperhatikan

ketentuan sebagErimanadi~td~daJ.~pasal4peraturan bupati ini.

(5) Perangkat Daerah yan&.:W~l.}.~!;Bs~ry~anperlinflungan p~rempuan dan
keluarga berencana bei:tari.ggtlrigj8;~ab:

,!o:~::'-, -.~~t:.,n;' .... -~-:. -:

a. mengkampanyeka,-p"pe.ngidMsanmasyarakattentang perencanaan
keluarga danp~ip-bin~~.ket~anan keluarga untuk mencegah
perkawinan pada tisia~ak;

, - .--;~_0:<':""'?;"':'-:'.. -:'~>'
b. memperkuat kdergb,~g~~?(:.~apd?\FgaJ} teknis bagi p3a untuk

melakukan upaya peceg$an dan pehghapusan perkawinan pada
usia anak;

c. memperkuat k~lernpag~arl,.fo:r:urn,anak" forum genre (generasi
berencana) ,dan ke!9,!l1Bofkegi~tapJ~nya agar dapat berperan aktif
dalam upaya perj.ceg8hanperkawinanpada usia anak; dan",-: _ ,', "::y-:,' -- '-;<~,:,F';' (:4':t",:!'r.::>:;_ '::.,-:':~'_> .. -.;""--_:-;-_.:-_' .,~

d. memperku~t pr9IJ:l0si,pe.rril:illt8:uandan evaluasi provinsi layak
anak, kabilpaten, ,lay~ apak, keeaInatan layak anak dan
desa/keluraharrLayakA:r1~.

(6) Perangkat Daerah yang mengurus urusan kesehatan bertanggung
jawab:
a. menyelenggarakan program kesehatan untuk mencegah,

perkawinan pada usia an~;
b. memberikan,edl~lkasi,inf9I;Ipa:;;idan konselingmengenai kesehatan

reproduksi' dan 'hak atas kesehatan, reproduksibagi anak dan
remaja; dan

c. menyediakan layanan kesehamn yang mudah diakses oleh remaja.

Bagian Ketiga ..... 13
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Bagian Ketiga
Kewajiban.0ning TuafWali

Pasal8

OrangTua berkewajiban untuk mens;egah teljadinya perkawinan pada usia
anak dengan cara:
a.

b.

c.

d.

e.

(1)

(2)

meinenuhi dan mendukung wajibbelajar 12 (dua belas) tahun sebagai
pem.enuhan hak '~ak; .'
memberikari pendidika,-nkar~tefmelalui 8 (dehtpan) fungsi keluarga
yaitu fimgsi agama,fun~s~k~sihi;sayang, fupgsi perlindungan, fungsi

',?','" .-;:'1~',:.'/i '~,',""',' ,"'~,'_;'"',

sosi~ bud~a, fungsi,t:rpr,~~l}~~i,~J¥~gsiso~ialisasi dan pendidikan,
fun?si ekonomi danf~gsi p~WlJi~a#ciinglrungan;
mel~~ pem~imlilll, pefig~~1.Ihan,:biinbingan, pengawasan dan

• '~i."?~~ "';i!<-,,.'~»f.,,~;L~r" 'Y\,~,~"-:"'-''<_I",''~)" '.;., .' ,':;'.
perlmdungan ana&a!~arti?a&'111elakiikan'perkawman pada USiaanak;
memberikan pendid~kea.g#iaan danpenanaman. nilai budi pekerti
dan kearifan budaya lokal; dan
pendidikankesehatan reproduksi, Yangmengacu pada persoalan relasi
dan hubungan yang sehat dan t1U1pakekerasa'n antara laki-laki dan
perempuan.

Bagian Keempat
KewajibanAhak

Pasal9

Anakberhak berpElrtisipasiun~kmenc~gah teljadinya perkawinan
pada usia anak pada diiinya'~an t~mah.sebaya. .

Setiap anak berp~randElf:m'111el'akukan upaya-upaya pencegahan
perkawinan pada dirinya den~~'cara'antara lain:

a. menghormati orang tua, walidan ~ru;
b. menunaikan ibada,.hsesl.laf~~ngan ajaran agama yang dianutnya;
c. menyelesaikan pendi<.!ian4~~~12 (dlia belas)tahun;
d. memperoleh pendidikap.!<-~sehatan reproduksi dari lingkungan

keluarga maupuri ~ekola.h;'dan .
e. mengembangkan' minat;bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin

ketahanan masa depannya.

(3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan padausia anak pada teman
sebayanya antara lain melalui:
a. menyebarluaskan.inf0r.ma~it<,:I:J-tangkesehatan reproduksi dalam

upaya pencegahan,per~~\'Vil}ap.p13.dausiaanak;
b. menyampaikan pesan t~ntarig r~';iko perkawinan pada usia anak;

dan
c. membentuk keloIl1:po1<p~!ld:ukungsebaya untuk melakukan

kampanye peI:J-cega,.h~l:<perkawinan pada usia anak di sekol,ah
maupun di masarakat.

Bagian Kelima ..... 14
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Bagian:Kelima
.': ,,'h', '!

Kewajibarimasyar8.kat
',( , \0

Pasal10

(1)

(2)

(3)

(1)

M~syarakat, p~rorangap.,.ke1}l~Ra,.lfe1?IIlpq}<:\organisasi masyarakat,
organisasi profesi, akaclernisi;:m~dil3.ma~adah pili~ swasta diberikan

t . '_, i., ,-"'-::~_: - ,';.;-t'::':,.-., "- _:~":-_' ,'-",

kesempatan seluas-'lud#ya Unhlk, ~yI-per::Ui.i~ daam program dan
kegiatan PPPUA mulai dill-i'f pro~es ,perencanaar:, pe1aksanaan,
moni1:oringdan evaluasi.

Peran masyarakat dapat dilaktlkan oleh perorangan, lembaga
perlindungan anak, lernba9~ .'~ysejahterqan sosial, organisasi
kemasyarakatan, lembaga perididikan, media masa dan dunia usaha.

Peran masyarakat dilalfu~an dsngan cara antara lain:
a. memberikan iriform:asr:so~ialisasi dan edukasi terkait dengan

peraturan perund~~JuB~~~~ .tentanganak;
b. memberikan masukan clalammerumuskan kebijakan yang terkait

upaya PPPUA;
c. melaporkan pq4~I?ihakbet:\V<::J:l/;g1.g)ikateIjadi kasus PPUA;
d. berperan aktifd81aritpr~s~sir~h~~ilitas dan reintegrasi sosial bagi

\ ->~- ':"( ,;"':;' .'::',',{i _-~ -':'." ;:'l-;'~

anakyang me.tU~~:pa;dl3.u.~~fl-llil8.k;
e. per~ aktifITlasYarakatd~Ii~!'rn~lal:uil~mbaga-lembaga pemerhati

1- '.-; ,f, -,-i!"':-','::j-/:;r::, "J-,:,' c. '. - ,

anak antar~Jai~,')':W1Hq~~~~1)lgas KLA;.Gugus Tugas KELANA,
Gugus Tugas DEKELA~~'g~!f;2A;

f. masyarakat .d~p~t In~#yel~J:lgg~¥an. ;kesepakatan bersama
danl atau deklaI"~~iPP~uA-.bbr~.8.I11q4ep~anpemerintah Daerah
Kabu.paten dan s~l~h:' pekiIigk:tikepentingan;

g. per~ serta Itl~sYa.I"l3.~~fd~~,~~~Yj\<~A~kandeJ:lgan semllilgat
kepentingan terbaik bagi anak,keke1uargaan dan kearifan lokal;
dan

h. memberi ru~gb~gi~fllf ...Pt'l!'ll.~beI"paIti~ifasi secara aktif dan
berma.kna, d~ainke~fltk,.kegiatan seb~ya, ~asyarakat maupun
pembangupan.

BABIV
PENGUATANKELEMBAGAAN

Pasal11

Penguatan kelembagaandEll8.m upaya PPPUA dilaksanakan melalui
> ,', _' ";) "-4:,::'-._\ '

keIja sama dan koordimisi .antara lain:
a. gugus tug~s KLA;
b. gugus tugas ~LANA;
c. Gugus Tugas D.EKELA;
d. Sekolah atau lembaga perididikan
e. Forum Anak

f. Sanggar ..... 15
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f. Sanggar Anak
g. P2TP2A
h. Organisasi kemasyaiakatan atau lembaga lain yang peduli pada

pemenuhan hakanak.

(2) Penguatan ke1embagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi,
koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.

(3) Koordinasi PPPUA me1ibatkan seluruh pemangku kepentingan di
Daerah Kabupaten.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam
rangka mensinergikan program dan peningkatan ketepatan sasaran.

BABV
UPAYAPENDAMPINGANDANPEMBERDAYAAN

Pasal12

Upaya pendampingan bagi anak Y5lllgmelalfukan PPUA, bagi orang tua,
ke1uarga dan masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya,

dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konse1or demi
kepentingan terbaik bagi anak;

b. layananpsikolog anpk ata-qkpnselor dapat diberikan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten dan masyarak~t atau melalui P2TP2A;

c. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya,
berkewajiban melakukan pem~~iksaan kesehatan di Rumah Sakit atau
Puskesmas;

d. Kepala Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan Direktur RSUD dapat
mengupayakan pemeri.ksaan ,kesehatan bagi anak yang akan
me1akukan perkawinan pada usia anak;

e. P2TP2Adapat melakukanupaya pendampingan dan pemberdayaan bagi
anak melalui kerja sama dengan instansi/leIIlbaga terkait sebelum
permohonan dispensasi kawin dilakukan;

f. P2TP2A Kabupaten dapat menyediakan layanan psikolog anak atau
konselor; dan

g. BP4 dapat memberikan penasehatan dan pembinaan bagi anak yang
akan melakukan perkawinan pada usia anak.

BABVI
PENGADUAN

Pasal13

(1) Setiap orang melihat, mengetahui dan Iatau mendengar adanya
pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan
pengaduan langsung atau tidak langsung.

(2)Setiap ..... 16



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

16

Seqap,orang yang menderi~~~ibfl-t dat"i pemaksaan PPUA, dapat
menyampaikan pengaduanlii?-g~\IDgatau tidak langsung.

<I.'. ,'""

Pengaduan seqag~flll~~hnaJs~u~d~8fll13.yat (1) dan ayat (2),
ditujukan kepadaP2TP2A .d~ ~~uDinas Sosialdengan menyertakan
identitas.

P2TP2Aberkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7
; ..: ,', ,"<'--:;'J.';i_~-'('r.;;c<):'.;:- i/,', "'?t,':;-: .'"

(tujuh) hari sejak menerima perig~duan dengan melakukan pemilihan
materi pengaduan.

Tindak lanjutsebagaimana ayat (4)P2TP2Amengambil tindakan yang
dianggap per1u sesuai dengan materipengaduan.

Apabiladianggap per1u P2TP2Adapat meminta verifikasi dan meminta
keterangan dan p~apihak.

P2TP2Awajib untuk rnenjfgf.:i4.yn~f9-sdan kesehjateraan anak yang
ditangimi kasusnya agar tidk~~ngalami kekerasan lanjutan.

BAI3. VII
KEBIJAKAN,STRATEGIDANPROGRAM

Pasal 14.

(1) Dalam rangka melaksanakankebijakan PPPUA,disusun Rencana Aksi
Daerah PPPUA.

(2) RADPPPUAberlaIru untuk jangka waktu. 5 (lima)tahun.

(3) PenyusunanRAD PPPUApaling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan
Bupati ini ditetapkan.

BAB.VIII
MONITORINUDANEVALUASI

Pasall5

( 1)

(2)

(3)

Monitoring dan eval~~si IJ~laJssflllaanPPPUA dilaksanakan pada
Perangkat Daerah yangnmertangJrii 'uru:san Pernberdayaan Perempuan
dan Per1indungan Anak.

Dalam rangka pelaksanaan 1Il0n.itgpng,dan evaluasi program dan
kegiatan PPPUA, Pemerintah.Daerah Kabupaten membangun sistem
monitoring dan eValuasiyang terpadu.

Pemerintah DaerahKabup~teIl dalEUll rnelakukan monitoring dan
eValuasi serta menyusuni "lapo~an' pell:1ksanaan kegiatan PPPUA
dilakukan secara berkala clan beIjenjang ditingkat Kabupaten,
Kecamatan dan DesajKelurahan.

BAB IX ..... 17
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BABIX
PEMBIAYAAN

Pasal16

(1) Pembiayaan program dan kegil:j.tan PPPUA yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(2) Pembiayaan program dan kegiatan PPPUA yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundang-tindangan.

BABX
KETENTUANPENUTUP

•
Pasal17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal4 Oktober 2021

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal4 Oktober 2021

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA

ttd

EMANSUHERMAN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIATDAERAHKABUPATENMAJALENGKA,

~
H. DEDE SUPENANURBAHAR.,S.H., M.Si.
NIP. 19651225 198503 1 003
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